
BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 03/TB/2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menim bang

Mengingat

BUPATI TULANG BAWANG,

a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tonlang Pemerintahan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tulang Bawang bersama Bupati Tulang Bawang telah
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur
Lampung Nomor : G/728/B.IX/ HK/2014 tanggal 09
September 2014 tentang Basil Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang
Bawang tenlang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa pcnyempuraan sebagaimana dimaksud huruf a,
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan
perundang-undangan yang lebih t inggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, pcrlu ditetapkan Peraturan
Daerah tonlang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015;

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tonlang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tonlang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);
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2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3667);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengclolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



- 3 -

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pcngclolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tenlang
Pedoman Pcmbinaan dan Pengawasan atas
Pcnyelenggaraan Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 461 4);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tenLang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

27.Peraluran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;
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3O.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Tcknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tcntang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana Lelah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011
tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas
Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabu paten /Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 823);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06
Tahun 201 1 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Nomor ï 1);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07
Tahun 201 1 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011
Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tulang
Bawang Nomor 7);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Lain sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun 2011 Nomor 13);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02
Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02).



- 6 -

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
G/728/B.IX/HK/2014 tanggal 09 September 2014 tentang
Hasil Evaluasi Raneangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tulang Bawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Raneangan Peraturan
Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

2. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang
Nomor : 170/24/Kep/DPRD-TB/2014 tentang
Penyempurnaan Terhadap Raneangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang tentang APBD Tahun Anggaran
2015.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TULANG BAWANG

dan
BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

1 . Pendapatan Daerah

2. Belanja Daerah

Surplus/Dcfisit

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun

Anggaran Berkenaan

Rp.927.475.512.204,00

Rp.918.975.512.204,00

Rp. 8.500.000.000,00

Rp. 23.000.000.000,00
Rp. 31.500.000.000,00

Rp. (8.500.000.000,00)

Rp. 0,00

Oé-
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Pasal 2
(1). Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
b. Dana Perimbangan sejumlah

c. Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah sejumlah

Rp. 28.369.724.804,00

Rp.733.904.387.650,00

Rp.165.201.399.750,00

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 12.922.940.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 2.399.075.999,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan sejumlah Rp. 3.500.000.000,00_
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 9.547.708.805,00

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis-jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil sejumlah

b. Dana Alokasi Umum sejumlah
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

Rp. 80.731.275.250,00

Rp.586.645.052.400,00

Rp. 66.528.060.000,00

(4). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis-jenis pendapatan:
a. Hibah sejumlah Rp. 0,00
b. Dana darurat sejumlah Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan

Pemerintah Lainnya Sejumlah Rp. 65.600.000.000,00
d. Bantuan Biaya Pemungutan PBB Sejumlah Rp. 1.500.000.000,00
e. Pendapatan Pelayanan Kesehatan Rp. 40.056.869.750,00
f. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 0,00
g- Dana Penyusuaian dan Otonomi Khusus

sejumlah Rp. 0,00
h.

i.

Bantuan keuangan dari provinsi atau dari
pemerintah daerah lainnya sejumlah
Dana Tambahan Penghasilan Guru

Rp. 0,00

PNSD Sejumlah Rp. 2.153.500.000,00
j- Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD Sejumlah Rp. 55.891.030.000,00
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Pasal 3
(1). Belanja Daerah sejumlah dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung Sejumlah Rp.401.837.877.204,00
b. Belanja Langsung Sejumlah Rp.517.137.635.000,00

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Scjumlan Rp.350.155.315.534,00
b. Belanja Bunga Sejumlah Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi Sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
d. Belanja Hibah Sejumlah Rp. 8.419.805.080,00
e. Belanja Bantuan Sosial Sejumlah Rp. 2.000.000.000,00
f. Belanja Bantuan Keuangan Kcpada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pem. Desa Sejumlah Rp. 38.309.779.210,00
g. Belanja Bantuan Keuangan Keuangan

Kepada Partai Politik Sejumlah Rp. 452.977.380,00
h. Belanja Tidak Terduga Sejumlah Rp. 1.500.000.000,00

(3) . Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja :
a. Belanja Pegawai Sejumlah Rp. 63.782.266.740,00
b. Belanja Barang dan Jasa Sejumlah Rp.234.988.713.410,00
e. Belanja Modal Sejumlah Rp.218.366.654.850,00

Pasal 4
(1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Sejumlah Rp. 23.000.000.000,00
b. Pcngeluaran Sejumlah Rp. 31.500.000.000,00

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
Tahun Anggaran sebelumnya Sejumlah Rp. 23.000.000.000,00

b. Pencairan dana cadangan Sejumlah Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan Sejumlah Rp. 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah Sejumlah Rp. 0,00
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e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
Sejumlah Rp

f. Penerimaan Piutang Daerah Sejumlah Rp.
0,00

0,00

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Pcmbentukan dana cadangan Sejumlah Rp. 0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pcmerintah

Daerah Sejumlah Rp. 1.500.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang Sejumlah Rp. 0,00
d. Pemberian pinjaman daerah Sejumlah Rp. 0,00
e. Perhitungan Fihak Ketiga Sejumlah Rp. 30.000.000.000,00

Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;

8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

9. Lampiran IX Daftar Pcrkiraan Penambahan dan Pcngurangan Aset Tetap
Daerah;

10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset
Lainnya;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
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Pasal 6

Bupati 'Palang Bawang menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 2014

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
# '2014Pada tanggal

IMIR MIRHADI

ERAH KABUPATEN
BAWANG,

SEKRETARIS
TUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2014 NOMOR 03
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 03/TB/2014


